
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cam

Perencanaan, Pengeridalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cam Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pernbangunan .Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pernbangunan .Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah , bahwa pada Pasal 126 s j d Pasal 142

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja

yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah T'eraturan Bupati paling lambat 1

(satu) bulan setelah Peraturan Kepala

Daerah j'Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Pernerirrtah Daerah (RKPD)ditetapkan;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo

Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pernerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun

2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SUPATI TEBO,

PERATURANBUPATITEBO

NOMOR sa TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN RIMSO BUJANG

KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

BUPATITEBO

PROVINSI JAMBI

Menimbang



1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang

Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Dndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah beberapa

Mengingat
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kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4837), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18..Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 ten tang Tata Cam Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara
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Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1419);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun

2023 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun

2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nornor 5);

Nomor 90 Tahun

Kodefikasi, dan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri

2019 tentang Klasifikasi,

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi wewenang daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 1

BABI

KETENTUAN UMUM

KECAMATANRIMBOBUJANGKABUPATENTEBO TAHUN

2025

RENCANA KERJA

MEMUTUSKAN :

:PERATURAN BUPATI TENTANG

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pernutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73);

3. Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun

2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);

4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2022

tentang Rencana Strategis Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 [Berita Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 14);

5. Peraturan Bupati 'reba Nomor 22 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 22).
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7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn

penyelenggaraan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

8. Pembangunan Daerah adalab usaha yang sistematik untuk

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan

dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya

disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung

sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan

lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokurnen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1

[satu) tahun.

11. Kecamatan Rimbo Bujang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo

yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pe1ayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat dengan tugas sebagai koordinator

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah Kecamatan.

12. Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang

selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

Tebo untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rimbo Bujang yang

selanjutnya disingkat RKAKecamatan Rimbo Bujang adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda dan

Litbang Kabupaten Tebo serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusurian APBD.

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang rnendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.
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(1) Renja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2025

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran RPD

Kabupaten Tebo 2023-2026 dan merupakan penjabaran dari RKPD

Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun

dengan dukungan pembiayaan dari Pernerintah Pusat, Pemerintah

Pasal4

(2) Penjabaran Renja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2025

tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BUJANG KABUPATENTEBO

PENUTUPBABV

BABIII

BAB I PENDAHULUAN

HASILEVALUASIRENJA KECAMATANRIMBOBUJANG

KABUPATENTEBO TAHUNLALU

TUJUANDANSASARANKECAMATANRIMBOBUJANG

KABUPATENTEBO

BABIV RENCANAKERJA DANPENDANAANKECAMATANRIMBO

BABII

(1) Renja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2025

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Renja Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupakan

dokurnen perencanaan Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk

periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasa13

---

Pasal 2

BAB II

RENJA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara yang se1anjutnya disingkat

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

17. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah adalah

dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mericapai sasaran pembangunan.
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angkan di Muara Tebo,
1b - 8;, 2024

TARIS DAERAH
EN TEBO,

Pj. BUPATI TEBO,

, V~RIAL'&:PUTRA

. '~

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal zb - 9 - 2024

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

Pasa18

BABV
KETENTUAN PENUTUP

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian

dengan Peraturan Perundang-undang; dan

c. terjadi perubahan organisasi.

(2) Perubahan Renja KecamatanRimboBujangKabupaten Tebo ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
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